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ABSTRAK

Studi ini menginvestigasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterkaitan antara
eksploitasi hutan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Faktor-faktor yang dianalisis
meliputi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi masyarakat, hak masyarakat adat, kekerasan dan
konflik bersenjata, serta korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber,
termasuk laporan-laporan kasus dan studi lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa eksploitasi
hutan di Papua sering kali memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, mengancam
hak-hak masyarakat adat, serta memicu kekerasan dan konflik bersenjata. Selain itu, korupsi
dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi ini.
Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak
masyarakat adat dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber

daya alam di Papua.

Kata kunci: eksploitasi hutan, pelanggaran hak asasi manusia, Papua, ketidaksetaraan

sosial dan ekonomi, masyarakat adat, kekerasan bersenjata, konflik, korupsi.
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ABSTRACT

This study investigates the factors that cause the linkage between forest exploitation and
human rights violations in Papua. The analyzed factors include social and economic
inequalities, indigenous community rights, violence and armed conflict, as well as corruption
and abuse of power. This research employs a qualitative approach to collect and analyze data
from various sources, including case reports and field studies. The results indicate that forest
exploitation in Papua often exacerbates social and economic inequalities, threatens the rights
of indigenous communities, and triggers violence and armed conflict. Moreover, corruption
and abuse of power are significant factors that worsen this condition. The implications of
these findings are the need for stronger protection of indigenous community rights and an
increase in transparency and accountability in the management of natural resources in

Papua.

Keywords: forest exploitation, human rights violations, Papua, social and economic

inequalities, indigenous communities, armed violence, conflict, corruption
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan memiliki peranan ang tak tergantikan dalam mempertahankan
kehidupan makhluk hidup di bumi, karena hutan menyediakan habitat bagi beragam
spesies flora dan fauna, menyaring udara dengan menghasilkan oksigen, menjaga
keseimbangan iklim global dengan menyerap karbon dioksida, serta memberikan
sumber daya alam seperti kayu dan obat-obatan yang mendukung kehidupan manusia
secara langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, hutan memegang peranan yang
sangat krusial dalam upaya pencegahan bencana alam, seperti tanah longsor dan
banjir. Kehadirannya tidak hanya sebagai penopang ekosistem yang melindungi
keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai penyerap air yang signifikan, mampu
mengurangi risiko bencana dengan mengontrol aliran air hujan dan mengatur suplai

air d1 wilayah sekitarnya.

Hutan merupakan aset utama pembangunan dengan beberapa fungsi, fungsi
pertama adalah fungsi ekologis, sebagai penyangga kehidupan, hutan mengatur tata
air, menjaga kesuburan tanah, menghasilkan udara bersih, serta mempertahankan
siklus makanan dan keanekaragaman hayati. Fungsi hutan kedua adalah fungsi
ekonomi, hutan menyediakan produk kayu dan non-kayu, mendukung pariwisata,
serta menawarkan berbagai jasa lingkungan. Fungsi ketiga adalah fungsi sosial, hutan
berperan dalam aspek sosio-kultural, menyediakan sumber kehidupan, lapangan kerja,
serta peluang usaha yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam
hutan maupun sekitarnya. Ini juga mencakup kepentingan pendidikan dan penelitian.
Perlu kita sadari bahwa pentingnya menjaga hutan sama saja dengan menjaga

keberlangsungan mahkluk hidup di bumi. Kerusakan hutan akan terjadi bila tidak lagi



berjalan sesuai dengan fungsinya. (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi

Papua, 2011)

Kerusakan lingkungan yang serius muncul karena adanya eksploitasi di
wilayah Papua, terutama Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Praktek
pertambangan dan pertanian yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan deforestasi,
yaitu pengurangan luas hutan. Hutan-hutan yang merupakan ekosistem penting dapat
hilang, menyebabkan kerugian keanekaragaman hayati, habitat, dan layanan
lingkungan. Kegiatan pertambangan dan industri seringkali menghasilkan limbah
yang mencemari air dan tanah. Zat berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia
beracun memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem air
dan tanah. Proses akumulasi dan penyebaran zat-zat ini dapat mengganggu
keseimbangan alami lingkungan, mempengaruhi keberlanjutan sumber daya air dan
kesuburan tanah, serta mengancam keberagaman hayati di dalamnya, serta berdampak

pada kesehatan manusia dan hewan di Papua.

Papua menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah, termasuk
keanekaragaman hayati yang tinggi, hutan hujan tropis yang luas, juga kekayaan
mineral seperti emas, tembaga, dan gas alam. Dengan adanya keberadaan sumber daya
alam yang melimpah ini, menarik perhatian perusahaan-perusahaan ekstraktif untuk
melakukan pemanfaatan secara berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam juga dapat
mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Perubahan
lingkungan dan kehilangan tradisi lokal dapat menyebabkan stres sosial dan
ketidaksetaraan di masyarakat. Tuntutan untuk pembangunan ekonomi sering kali
menyebabkan tekanan terhadap lingkungan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan
raya dan proyek-proyek pertambangan dapat menyebabkan deforestasi dan kerusakan
lingkungan lainnya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi seringkali diutamakan daripada
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keberlanjutan lingkungan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
juga dapat menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya eksploitasi lingkungan.
Penerapan aturan dan Regulasi yang tidak memadai memberikan celah bagi individu
atau entitas yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas yang dapat
merusak lingkungan, karena ketidakjelasan dalam batasan hukum dan kurangnya
pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan. Perubahan iklim global
juga dapat berdampak pada Papua, menyebabkan perubahan pola cuaca, peningkatan
suhu, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, yang semuanya dapat

memberikan tekanan tambahan pada ekosistem Papua.

Sangat banyak Perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki akses secara legal
yang melakukan eksploitasi terhadap penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) di papua
untuk kepentingan pribadi. Proyek-proyek ini dilaksanakan tanpa melalui konsultasi
yang berarti dengan masyarakat lokal. Beberapa bentuk eksploitasi yang sering
disoroti melibatkan sumber daya alam dan hak asasi manusia. Beberapa persoalan
penebangan liar yang dilakukan tanpa izin seperti PT Plasma Nutfah Marind Papua
atau dengan singkatan PT PNMP merupakan sebuah anak Perusahaan Moorim dari
Korea, melakukan pembukaan hutan seluas 1.789 hektare di Kabupaten Merauke. PT
Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) melakukan penggusuran hutan untuk perluasan
kebun sawit seluas 1.552 hektare, Perusahaan kayu PT Papua Satya Kencana terlibat
dalam kegiatan penebangan liar yang melibatkan luas area sebesar 2.286 hektare, yang
dilakukan untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur perusahaan mereka serta
kegiatan pemanenan kayu secara illegal serta menggusur spesies lindung jenis kayu

damar putih di Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan data lapangan terbaru, diketahui tiga perusahaan sawit: PT Inti
Kebun Sejahtera disingkat dengan IKSJ di Kabupaten Sorong melakukan penebangan
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liar seluas 407 hektare, lalu diikuti oleh PT Inti Kebun Sawit (IKS) di Kabupaten
Sorong, yang dimana melakukan penebangan liar juga seluas 1.675 hektare, serta PT
Subur Karnia Raya di salah satu kabupaten Papua yaitu letaknya di Teluk Bintuni
dengan lahan yang seluas 294 hektare telah menggunduli hutan untuk menanam
kelapa sawit. Walaupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
telah mencabut izin konsesi dari tiga perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan
tersebut tetap melanjutkan kegiatan operasional mereka tanpa mempedulikan
keputusan yang telah diambil oleh pihak berwenang. Konflik politik dan
ketidakstabilan di Papua juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap masalah

lingkungan. (Laia, Betahita, 2022)

Adapun mediasi dari salah satu perusahaan yang telah disebutkan di atas
adalah perusahaan PT Plasma Nutfah Marind Papua (PNMP), anak perusahaan dari
Moorim Paper Korea, terhadap masyarakat adat Papua terkait pembukaan lahan hutan,

memiliki beberapa tahapan dan masalah.

Pada tahun 2013, PNMP mengadakan pertemuan dengan penduduk lokal
sebagai bagian dari proses mendapatkan konsesi lahan selama 60 tahun. Namun,
perusahaan hanya bernegosiasi dengan satu desa kecil dan tidak melibatkan seluruh
komunitas yang memiliki klaim tradisional atas lahan tersebut. Akibatnya, masyarakat
adat merasa tidak dilibatkan secara penuh dan menyeluruh dalam proses tersebut, yang
kemudian memicu protes dari warga. Pada tahun 2018, perusahaan menandatangani
nota kesepahaman (MoU) dengan delapan klan dari desa Buepe, di mana perusahaan
berjanji untuk memberikan kompensasi atas kayu yang ditebang, membangun
infrastruktur, membeli makanan dari warga, serta mempekerjakan mereka sebagai
pekerja. Namun, banyak dari janji tersebut yang belum terpenuhi, dan kompensasi
yang diberikan seringkali tidak jelas tujuannya, membuat masyarakat bingung apakah
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itu kompensasi penuh, sewa, atau pembayaran atas lahan yang digunakan selama

konsesi 60 tahun. ( ASPN Websites, 2022)

Selain itu, meskipun perusahaan mengklaim telah menyelesaikan pembayaran
kompensasi sesuai dengan peraturan setempat, dampak lingkungan dari pembukaan
hutan tetap dirasakan oleh masyarakat adat. Mereka kehilangan sumber makanan
utama mereka karena hutan yang telah dibuka, dan banyak situs sakral tradisional yang
hancur akibat kegiatan tersebut. Organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok
masyarakat telah mendesak perusahaan untuk menghentikan pembukaan lahan lebih
lanjut sampai mereka mengidentifikasi area dengan nilai konservasi tinggi dan
menuntaskan konflik sosial yang ada, termasuk memastikan persetujuan yang

diinformasikan dari masyarakat lokal.

Keadaan ini dapat menciptakan situasi di mana aturan dan regulasi lingkungan
tidak diimplementasikan dengan efektif, dan penegakan hukum menjadi sulit.
Masyarakat lokal sering mengalami ketidaksetaraan dalam akses terhadap manfaat
ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam, dimana mereka sering
kali tidak mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan atau keuntungan yang
diperoleh dari kegiatan eksploitasi tersebut. Banyak warga Papua yang belum
merasakan manfaat ekonomi dari kekayaan alam di wilayah mereka sendiri. Terdapat
berbagai gerakan sosial yang menuntut perubahan, terutama terkait dengan hak-hak
asasi manusia dan isu-isu lingkungan. Salah satu gerakan yang menonjol adalah
gerakan advokasi yang berupaya untuk melindungi lingkungan alam Papua serta
memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat di
wilayah tersebut. Gerakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan

pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam termasuk penggungulan hutan di



Papua tidak merugikan lingkungan dan keberlangsungan budaya serta kehidupan

tradisional masyarakat adat Papua.

Aliansi Mahasiswa Papua (APM) adalah sebuah kelompok mahasiswa yang
aktif berjuang untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Papua, melakukan
berbagai upaya advokasi, kampanye publik, serta kegiatan edukasi untuk
meningkatkan kesadaran akan isu-isu hak asasi manusia yang terjadi di wilayah
tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan perubahan positif dan mendukung
perlindungan hak-hak masyarakat Papua. Mereka telah melakukan demonstrasi dan
advokasi untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait penindasan politik,
kekerasan militer, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Papua. Adapun juga
Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah kelompok separatis yang telah
lama aktif memperjuangkan kemerdekaan bagi wilayah Papua Barat, yang secara
historis terlibat dalam berbagai upaya politik dan militer untuk mencapai tujuannya.
Meskipun tujuannya terkait dengan kemerdekaan politik, Upaya Organisasi Papua
Merdeka (OPM) juga terkait dengan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di
wilayah Papua, termasuk dalam konteks penegakan hak-hak dasar seperti hak atas
kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak atas kehidupan yang layak bagi
penduduk setempat. Papua memiliki hutan tropis yang sangat berharga, dan beberapa
gerakan berfokus pada melawan deforestasi yang terjadi di wilayah ini. Aktivis
lingkungan telah berusaha melindungi hutan dan keanekaragaman hayati di Papua.
Gerakan melawan deforestasi yang dilakukan oleh aktivis lingkungan, masyarakat
lokal, dan melibatkan sejumlah organisasi seperti Greenpeace, World Wildlife Fund

(WWEF), dan organisasi lokal Papua yang befokus pada pelestarian alam.

Beberapa kelompok di Papua juga menentang eksploitasi sumber daya alam
yang dianggap merugikan lingkungan dan merugikan masyarakat Papua termasuk
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pertambangan dan proyek-proyek industri yang dapat menyebabkan kerusakan
lingkungan. Banyak kelompok masyarakat adat Papua, organisasi non-pemerintah
(NGO) dan kelompok advokasi HAM telah mencoba memantau dan
mendokumentasikan situasi di Papua. Mereka berusaha mengadvokasi hak-hak
masyarakat adat dan mendorong akuntabilitas bagi pelanggaran HAM yang terlibat
dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan melindungi lingkungan. Mereka
seringkali menyoroti peran perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan
pertambangan dan perusahaan kayu, yang dianggap terlibat dalam eksploitasi sumber
daya alam di wilayah tersebut. Pelanggaran ham yang terjadi karena adanya
eksploitasi yang dilakukan oleh sejumah oknum-oknum tersebut. Pelanggaran HAM
yang terkait dengan eksploitasi dan penggundulan hutan di Papua melibatkan
serangkaian masalah mencakup pemaksaan tanah dan penindasan terhadap
masyarakat adat, pencemaran lingkungan, dan konflik dengan kebijakan pemerintah

atau perusahaan swasta yang dapat berdampak negatif pada hak-hak manusia.

Maka dari itu masyarakat lokal serta organisasi non pemerintah telah
menyuarakan tuntutannya agar terbebas dari masalah kerusakan lingkungan lainnya.
Tuntutan umumnya meliputi berbagai hak, seperti hak atas tanah yang merupakan
sumber kehidupan dan identitas budaya bagi masyarakat, hak-hak yang diperjuangkan
oleh komunitas adat untuk menjaga warisan budaya mereka, serta hak-hak lingkungan
untuk melindungi ekosistem yang vital bagi keberlangsungan hidup semua makhluk
di bumi ini. Mereka menuntut penghormatan terhadap hak-hak tradisional mereka,
partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan di wilayah mereka,

dan perlindungan terhadap lingkungan alam.

Proses hukum terhadap para pelaku yang berasal dari institusi TNI maupun
Polri sering kali tidak mengalami kejelasan dalam prosesnya, dimana akhirnya sering
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kali berujung pada pembebasan mereka. Sementara itu, Korban hanya diberikan
rehabilitasi dan restitusi hak mereka melalui program bantuan yang mencakup
pemberian uang tunai serta paket sembako sebagai upaya untuk mendukung mereka
dalam pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, tanpa adanya penyelesaian
hukum yang jelas dan tidak adanya pemberian sanksi yang mampu memberikan efek
jera kepada para pelaku tersebut. Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi
menyeluruh terhadap isu-isu yang sedang dihadapi serta merumuskan strategi
pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis perdamaian dalam menghadapi
demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh masyarakat serta melakukan upaya
konkret untuk menyelesaikan konflik terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
yang terjadi di Papua, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencari solusi
yang adil serta berkelanjutan bagi semua pihak yang terdampak. Negara juga
diharapkan untuk mengambil pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani
konflik, yang mencakup mempromosikan dialog damai sebagai upaya utama untuk
mencapai perdamaian yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa penyelesaian
hukum yang adil dan transparan menjadi landasan bagi keadilan dan pemulihan sosial.
Untuk menghindari korban di antara warga sipil, langkah-langkah kemanusiaan harus
diambil dengan menghentikan sementara mobilisasi dan operasi militer yang dapat
mengancam mereka. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap kebijakan investasi di Papua yang kerap kali hanya menguntungkan pihak-
pihak tertentu dengan cara merampas tanah dan sumber daya alam secara tidak adil,
tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat papua yang seharusnya

dilindungi, tanpa menyingkirkan Orang Asli Papua.

Berdasarkan urgensi permasalah diatas, minat peneliti terpicu untuk

melakukan penelitian yang mengusung topik tersebut dengan mengangkat judul yang



relevan, sehingga dapat menyelami dengan lebih mendalam dan menganalisis secara
lebih komprehensif fenomena yang ingin dipahami dengan judul “Faktor Terjadinya

Eksploitasi Hutan dan Pelanggaran HAM di Papua.”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, dapat
diudentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini yaitu: “apa
saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan antara eksploitasi hutan

dan pelanggaran HAM di Papua?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini
didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kerangka
permasalahan yang telah dibangun yaitu faktor-faktor yang menyebabkan adanya

keterkaitan antara eksploitasi hutan dan pelanggaran HAM di Papua

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang
signifikan dalam mengembangkan peranan dan pemahaman yang lebih
mendalam serta komprehensif di bagian ilmu pengetahuan yang terutama
berkaitan dengan hubungan internasional. Khususnya dalam memahami,
mengidentifikasi serta menjelaskan mekanisme keterkaitan antara eksploitasi
hutan dan kasus pelanggaran HAM di Papua yang meliputi hak-hak
masyarakat adat, yang mencakup hak-hak tradisional mereka terhadap tanah

dan sumber daya alam, serta hak mereka untuk menjaga kebudayaan dan



kehidupan mereka yang terkait erat dengan lingkungan, serta hak-hak lainnya
seperti hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kesehatan yang baik.
yang mungkin terancam oleh kegiatan eksploitasi hutan. Memberikan
pemahaman yang lebih tentang bagaimana kehilangan sumber daya alam dapat

mempengaruhi mata pencaharian, kehidupan budaya, dan struktur sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini
akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan
strategi perlindungan lingkungan yang lebih efektif, yang secara lebih
mendalam dapat memandu perencanaan kebijakan, implementasi praktik
terbaik, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan untuk menjaga
kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang, termasuk upaya untuk
mengurangi deforestasi, mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan,
dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi ilegal hutan

dan pelanggaran HAM di Papua.
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